PERATURAN KE

DI LINGKUNG

DENGAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI |}

Menimbang

Mengingat

BADAN STANDARDISASI NASIJONAL

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PALA BADAN STANDARDJISASI NASIONAL

SI STEI PENGENDALIAN GRAT|IFIKASI

i

N BADAN STANDARDIS

ahwa dalam

enyelenggaraan negara

rangka

PASI NASIONAL

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

NASIONAL,

mewujudkan

yang bersih dan bebas

ari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Badan

tandardisasi Nasional,

ngendalian gratifikasi;

Undang-Undang Nomor
Penyelenggaraan Negarg

dari Korupsi, Kolusi,

<y il fike W20 1k s

(Lembaran Negara Republik Indonesia

perlu dibentuk sistem

b. bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana
Iimaksud dalam huryf a, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badah Standardisasi Nasional
fentang Sistem Penggndalian Gratifikasi di
lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

28 Tahun 1999 tentang

yang Bersih dan Bebas
(KKN),
Tahun

dan Nepotisme

2003 Nomor 75, Ta.r:rahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomjor 3581);

2. Undang-Undang ...
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ndang-Undang Nomor Bl Tahun 1999 tentang
emberantasan Tindak P{dana Korupsi (Lembaran
egara Republik Indonesja Tahun 2003 Nomor 78,

oo |

L A

ambahan Lembaran Nedgara Republik Indonesia
omor 4301) sebagaimapa telah diubah dengan
ndang-Undang Nomor |20 Tahun 2001 tentang
erubahan Atas Undang{Undang Nomor 31 Tahun
999 tentang Pembergntasan Tindak Pidana
orupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
ahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 4150);

ndang-Undang Nomor|30 Tahun 2002 tentang
omisi Pemberantasan | Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
002 Nomor 137, Tampahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nompr 4250);

Undang-Undang Nomor|20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
P014 Nomor 216, 'I‘a.:ll:ahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nompr 5584);

Peraturan Pemerintah [Nomor 71 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pplaksanaan Peran Serta

asyarakat dan Pembgrian Penghargaan Dalam
encegahan dan Pembprantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Neggara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 1fi4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonefia Nomor 3995);

6. Peraturan ...




Menetapkan
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10.

PERATURAN
NASIQNAL

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
NASI(QNAL.

I
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Petaturan Pemerintah N

mor 102 Tahun 2000

tefjtang Standardisasi Nagional (Lembaran Negara

Republik
bahan Lembaran Neg

Indonesia Ta

Pefaturan Pemerintah Nomor

teptang Disiplin Pegawai
N
Tgmbahan Lembaran Ne
Ngmor 5135);

Pqraturan Presiden Nomo]
Strategi Nasional Pencege
K¢rupsi Jangka Panjang
J4ngka Menengah Tahun

n 2000 Nomor 199

a Nomor 4020);

53 Tahun 2010
Negeri Sipil (Lembaran

gara Republik Indonesigq Tahun 2010 Nomor 74,

para Republik Indonesia

+ 55 Tahun 2012 tentang
lhan dan Pemberantasan
Tahun 2012-2025 dan
P012-2014;

K¢putusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012
tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi

Nasional;

Npmor

Nhsional sebagaimana te}

tqgrakhir dengan

Peraturan

Keputusan Kepala Badap Standardisasi Nasional
965/BSN-I1/HK.35/05/2001
Ofganisasi dan Tata Kqrja Badan Standardisasi

tentang

ah beberapa kali diubah

Kepala Badan

Skandardisasi Nasional N¢gmor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

file 301 Sk wapck

KEPALA  BADAN
TENTANG SISTEM

STANDARDISASI
PENGENDALIAN
BADAN STANDARDISASI

BABI ...
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Dalam

1. Sisem Pengendalian Gratifikasi

BAB |
KETENTUAN

Pasal 1

Peraturan Kepala ini yarlg dimaksud dengan:

UMUM

adalah proses

penigendalian terhadap perjerimaan, penolakan dan

penpberian gratifikasi, penelaahaan gratifikasi, serta

penyelenggaraap sistem pengendalian

Badan Standardisasi

Nagional yang selanjutnya

lembaga pemerintah

nonjkementerian yang beftugas dan bertanggung

pelaporan
grafifikasi di lingkungar
Nagional.

2. Badan Standardisasi
disingkat BSN adalah
jamab di bidang Standardisasi
Kedesuaian.

3. Grgtifikasi adalah pemberi
meliputi pemberian uang
komisi, pinjaman tanpa
fas

cuma-cuma, dan fasilitas I

di

y

ele
4. Su

de
bes
bej

rnI'ljanj ikan

litas penginapan, perjaj

dalam negeri maupun
g dilakukan dengan

dan Penilaian

hn dalam arti luas, yakni
, barang, rabat/diskon,
bunga, tiket perjalanan,
lanan wisata, pengobatan
hinnya baik yang diterima
yang di luar negeri dan

menggunakan sarana

tronik atau tanpa sararna elektronik.

ap adalah suatu
gan maksud agar ia
buat sesuatu

'tentangan dengan kewa

dfike sk 201 4\uk s

sesuatu k¢pada

daldam

rbuatan memberi atau
seorang pegawai
rbuat sesuatu atau tidak
jabatannya  yang

ibannya.

5. Gratifikasi ...



BADAN STANDARDISASI NAS

yang diperoleh Pegawai BS]

y
de

G
dit

dar

istrj/suami dan anak dari

y

Gralifikasi yang dianggap

Kelpiarga adalah keluarga

Pegawai Badan Standa

.

berhubungan dengan

fONAL

suap adalah gratifikasi
N dan/atau keluarganya,

jabatan dan berlawanan

an kewajiban dan tugagnya.

ifikasi dalam kedinasa
ima oleh pegawai BSN
BSN dalam pelaksanaa)

rdisasi

h adalah gratifikasi yang
, selaku wakil yang sah
h tugas kedinasan.

inti yang terdiri dari

pegawai BSN atau orang

menjadi tanggungan pggawai BSN.

Nasional yang

selgnjutnya disebut Pegawai BSN adalah Pegawai

Ne

Tidpk Tetap Pemerintah yar

eri Sipil, Calon Pegawai

Negeri Sipil dan Pegawai
jg bertugas di BSN.

10.

Sistern]
memb
menggndalikan, dan mengelol
BSN.

Unit Pengendalian Grati
dis] UPG adalah
Perjgendalian Gratifikasi,

ngkat

Inspektorat.

Koﬁsi Pemberantasan K
disjngkat KPK adalah leml
dimpaksud dalam Undang-|
2002 tentang Komisi Pemlb

Kotupsi.

MAKSUD DAN

Pasal

BAB Il

ikasi yang selanjutnya

unit pelaksana Sistem

dalam hal ini adalah
brupsi yang selanjutnya
baga negara sebagaimana
Undang Nomor 20 Tahun

)erantasan Tindak Pidana

TUJUAN

P

pengendalian gratifi

oy bukmnifile mansaifile o201 4ish g

_fimal doc

prikan  panduan dalgm

si dimaksudkan untuk
rangka memahami,

gratifikasi di lingkungan

Pasal 3 ...
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Pasal 3

Tujugn Peraturan Kepala ini gdalah sebagai berikut:

a. ningkatkan kesadarap pegawai BSN untuk
laporkan gratifikasi;

b. nciptakan  kesadarah  dalam = penanganan

atifikasi  sehingga |mendukung  terciptanya

lihgkungan BSN yang bergih dan melayani;

c. mlewujudkan prinsip ketgrbukaan dan akuntabilitas
dflam menjalankan tugas|{dan fungsi;

d. mlembangun integritas pegawai yang bersih dan

b¢bas dari korupsi, kolusj dan nepotisme.

BABI 111
JENIS GRATIFIKASI

Pasdl 4

(1) QGratifikasi terdiri atas:

d. gratifikasi yang dianggap suap

H. gratifikasi dalam kedinpsan

(2) Qratifikasi dalam kedina sebagaimana dimaksud
dhlam pasal 4 ayat (1) hufuf b antara lain:

4. biaya perjalanan dinag, honorarium, dan fasilitas
dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan
oleh penyelenggara kepiatan yang bersumber dari
anggaran dan sesuai fHengan standar biaya yang
berlaku;

b. hidangan ...
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b. hidangan/sajian/jamuan

rhinuman yang sesuai

ewajaran;dan

berupa makanan dan

dengan kepatutan dan

c.Hiaya perjalanan dinas, honorarium, fasilitas,

eminar kits, sertifikat,
iberikan oleh penyeler|
an sejenisnya, Se€pé

enturan kepentingan.

Pasal

plakat/cinderamata yang
jggara kegiatan seminar

injang tidak terdapat

D

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) hufuf a yang dikecualikan
atas:

a.

digeroleh dari had]

untuk dilaporkan terdiri

ah langsung/undian,

diskon/rabat, voucher, poipt rewards, atau souvenir

yapg berlaku secara umurr

kedlinasan;

akhdemis (kejuara

dan tidak terkait dengan

digeroleh karena prcstaJi akademis atau non-
n/perlombaan /kompetisi)

dehgan biaya sendiri dgn tidak terkait dengan

keflinasan;
diperoleh dari keuntungar
daha, investasi atau ke
yapg berlaku secara umu

keflinasan;

keflinasan yang tidak ter

/bunga dari penempatan
milikan saham pribadi
dan tidak terkait dengan

diperoleh dari l':ornpensaliszi1 atas profesi di luar

it dengan tugas fungsi

dafi pegawai negeri atau genyelenggara negara, dan

tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik;

e. diperoleh ...
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dip¢roleh dari hubungan
gar{s keturunan lurus dua

reluarga sedarah dalam

derajat atau dalam garis

ketfirunan ke samping saty derajat sepanjang tidak

mempunyai benturan kepe

grafifikasi,

gar}s keturunan lurus sat

ntingan dengan penerima

dipgroleh dari hubungan Teluarga semenda dalam
u

derajat atau dalam garis

kethirunan kesamping saty derajat sepanjang tidak

mempunyai benturan kepe

ngﬁkasi;
diperoleh dari pihak yan

kelparga sebagaimana pa

terkait dengan hadiah per

ulgng tahun, kegiatan

htingan dengan penerima

i mempunyai hubungan

a huruf e dan huruf f
kawinan, khitanan anak,

keagamaan/adat/tradisi

sepanjang tidak mempun:lai benturan kepentingan

dehgan penerima gratifikasy;

digeroleh dari pihak lain
atdu bencana, sepanjang ti
kepentingan dengan peneri

digeroleh dari kegiatan

t

terkait dengan musibah
ak mempunyai benturan
a gratifikasi;

resmi kedinasan seperti

rapat, seminar, loka

, konferensi, pelatihan

atqu kegiatan lain sejerfis yang berlaku secara

fadilitas, seminar
plakat/cinderamata; dan
diperoleh dari acara resmi
higlangan/sajian/jamuan
minuman yang berlaku

kepatutan dan kewajaran.

file 201 S'h jnsg

um berupa biaya perjajanan dinas, honorarium,

kits, sertifikat,
kedinasan dalam bentuk

berupa makanan dan

umum sesuai dengan

BAB IV ...
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(1)

(2)

(3)

UPG

Pasal 6

BAB I\L
PELAPORAN GRATIFIKASI

Peghwai BSN wajib melaporkan segala bentuk

penerimaan yang diketahuipya atau patut diduganya

terthasuk jenis gratifikasi
dalam pasal 4 ayat (1) huru

Perferimaan  gratifikasi
sebpgaimana dimaksud dal

a wajib dilaporkan kepada |

sebagaimana dimaksud

[ a.

oleh BSN
hm Pasal 4 ayat (1) huruf
PG paling lama 7 (tujuh)

Pegawai

harfi kerja terhitung sejak tinggal gratifikasi tersebut

dit¢rima disertai dengan ba
Pelpporan penerimaan
dinpjaksud pada ayat (1) d

pelaporan
ter¢antum dalam lampiran

formulir

Pasal

gratifikasi

berhak menunda dan/atau

Fang bukti gratifikasi.

cratifikasi sebagaimana

lakukan dengan mengisi
sebagaimana

peraturan ini.
7

menghentikan

penelahhan atas laporan gratiffkasi jika belum dan/atau

belum|cukup bukti.

(1) URG menelaah laporan

Pasal 8
pratifikasi yang diterima

urftuk menentukan gratifikasi berindikasi suap atau

tidak berindikasi suap paling lama 10 (sepuluh) hari

kerja.

file 20 iak

(2) UPG ...
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(2)

(3)

(4)

)

(6)

(7)

-10-

UP{: wajib memberikan ke

kegada Pegawai yang

ONAL

pjutusan hasil penelaahan

melaporkan gratifikasi

seHagaimana dimaksud dalphm Pasal 6 ayat (1).

am hal hasil penelag

indikasi suap, UPG mer

) hari kerja.

lhan UPG sebagaimana
aksud pada ayat (1) m¢rupakan gratifikasi tidak
gembalikan barang bukti
sangkutan paling lama 3

Dalam hal hasil penelaghan UPG sebagaimana

dirhaksud pada ayat (I
beIndikasi suap,
terpebut kepada Sekretarig

3 (figa) hari kerja.

merupakan gratifikasi

UPG menyampaikan gratifikasi

Utama BSN paling lama

Sekretaris Utama BSN wajib menyampaikan laporan

grdtifikasi berindikasi suap sebagaimana dimaksud

pafla ayat (3) dengan menjperhatikan pertimbangan

UPG kepada KPK.

Laporan gratifikasi y4gng  berindikasi

suap

sepenuhnya menjadi kewenangan KPK.

Hasil status kepemilikan
ditetapkan oleh Pimpinar

Gratifikasi yang telah
KPK disampaikan oleh

UHG kepada Pegawai yang melaporkan Gratifikasi.

BABV ...
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Peratur
Agar

pengunglangan

penem

Indone

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 D& 24
4

MENTERI HUKU

NA HAMONANG

BAB V
KETENTUAN PH

Pasal 9

o
A NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

ini mulai berlaku pad
tiap orang mengetal
Peraturan

dalam  Ber

tannya

a.

Ditetapkan di Jakart
pada tanggal 2 Des
KEPALA BADAN STA

e T

BAMBANG PRASETY)|

P14

WSI MANUSIA

LAOLY

_fimal doc
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LNUTUP

h tanggal diundangkan.
uinya, memerintahkan
Kepala

jta

dengan
Republik

ini

Negara

il
bmber 2014

NDARDISASI NASIONAL,

A

2014 NOMOR 1§4%




LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN STANIPARDISASI NASIONAL,
NOMOR ] 4 Tahun 2014

TANGGAL :| 2 Desember 2014

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

I. Identitas Penerima Gratifikasi

a Nama
b NIP
¢ | Jabatan

d Unit Kerja

e | Nomor Telepon

f Email

II. Identitas Pemberi Gratifikasi

a Nama

b Jabatan

C Pekerjaan

d Alamat

III. Waktu diterimanya Gratifikasi

a Tanggal

b Tempat

IV. Bentuk Gratifikasi:

V. Uraian singkat metode pemberian gratifikasi:

VI. Dokumen pendukung lainnya:

JREBTER;, o200 S v e
(Pelapor)
ttd
(Nama jelhs)

KHEPALA BADAN STANDARPISASI NASIONAL,

-

BAMBANG PRASETYA
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